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ABSTRACT 

Anti-corruption education in Indonesia is a strategic preventive measure to combat corruption 

by fostering a generation with integrity. This study aims to analyze the policies and 

implementation of anti-corruption education in Indonesia, including the challenges faced and 

strategies to enhance its effectiveness. Anti-corruption education policies are integrated into the 

formal education system through curricula from primary to higher education, supported by 

non-formal programs such as Integrity Schools and the Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) 

campaign. The implementation of this education faces challenges such as limited resources, 

access disparities in remote areas, and cultural resistance to anti-corruption values. Efforts to 

improve effectiveness include strengthening teacher capacity, utilizing technology, providing 

extensive learning modules, and involving the community. With a holistic and collaborative 

approach, anti-corruption education can become a key pillar in creating a sustainable anti-

corruption culture in Indonesia. 
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ABSTRAK 

Pendidikan anti-korupsi di Indonesia merupakan salah satu strategi preventif untuk 

memberantas korupsi melalui pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi pendidikan anti-

korupsi di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi serta strategi untuk meningkatkan 

efektivitasnya. Kebijakan pendidikan anti-korupsi diintegrasikan dalam sistem pendidikan 

formal melalui kurikulum sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta didukung oleh 

program-program nonformal seperti Sekolah Integritas dan kampanye Saya Perempuan Anti 

Korupsi (SPAK). Implementasi pendidikan ini menghadapi tantangan, seperti keterbatasan 

sumber daya, kesenjangan akses di daerah terpencil, dan resistensi budaya terhadap nilai- nilai 

antikorupsi. Upaya peningkatan efektivitas melibatkan penguatan kapasitas pendidik, 

pemanfaatan teknologi, penyediaan modul pembelajaran yang luas, dan keterlibatan 

masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, pendidikan anti- korupsi dapat 

menjadi pilar utama dalam menciptakan budaya antikorupsi yang berkelanjutan di Indonesia. 

Kata Kunci: Pendidikan anti-korupsi, kebijakan, implementasi, tantangan, strategi 
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PENDAHULUAN 

Korupsi tidak hanya menjadi tantangan besar dalam tata kelola 

pemerintahan, tetapi juga ancaman bagi moral dan integritas masyarakat 

(Muhammad & Notodipuro, 2024) Indonesia memerlukan pendekatan yang 

menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini. Selain 

melalui penegakan hukum yang tegas dan reformasi sistem birokrasi, pendidikan 

anti-korupsi memainkan peran krusial dalam membentuk generasi yang 

berintegritas. Pendidikan anti-korupsi tidak hanya bertujuan untuk memberikan 

pemahaman tentang dampak buruk korupsi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai 

kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas sejak usia dini (Burhanuddin, 

2021) 

Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi 

dalam sistem pendidikan formal, baik di tingkat dasar, menengah, maupun 

perguruan tinggi. Hal ini diwujudkan melalui kurikulum yang memuat materi 

tentang nilai-nilai anti-korupsi dan pelaksanaan program- program seperti 

sekolah integritas (Kristiono, 2018). Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) juga aktif menjalankan berbagai inisiatif edukasi publik, seperti kampanye 

Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dan program pendidikan masyarakat 

lainnya. Namun, efektivitas implementasi pendidikan anti-korupsi ini masih 

menjadi pertanyaan besar. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi 

kurangnya pemahaman guru dalam mengintegrasikan nilai anti-korupsi ke 

dalam pengajaran, minimnya fasilitas pendukung, serta resistensi budaya yang 

masih cenderung permisif terhadap praktik korupsi kecil, seperti pemberian 

gratifikasi. 

Pendidikan anti-korupsi memiliki potensi besar dalam membangun 

kesadaran kolektif di masyarakat. Melalui pendidikan, generasi muda tidak 

hanya diajarkan untuk memahami undang-undang terkait korupsi, tetapi juga 

diajak untuk mengembangkan sikap kritis terhadap perilaku koruptif di 

lingkungan sekitar mereka. Selain itu, pendidikan anti-korupsi juga dapat 

membangun partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, 

baik melalui pengawasan sosial maupun pelaporan kasus-kasus korupsi. 
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Namun, tantangan dalam implementasi pendidikan anti-korupsi tidak 

dapat diabaikan. Kurangnya dukungan politik dan kebijakan yang kuat, 

lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta minimnya keterlibatan masyarakat 

dalam proses pendidikan menjadi penghambat utama (Haspada, 2023). Oleh 

karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan praktik 

pendidikan anti-korupsi yang ada saat ini.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi 

pendidikan anti- korupsi di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang 

dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan 

efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam membangun generasi yang berintegritas tinggi dan 

mempercepat terciptanya budaya antikorupsi di Indonesia. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk 

menganalisis kebijakan dan implementasi pendidikan anti-korupsi di Indonesia 

tanpa melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai sumber, seperti dokumen kebijakan (misalnya, Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan dan dokumen terkait pendidikan anti-korupsi), 

laporan resmi dari lembaga seperti KPK, publikasi ilmiah dalam bentuk artikel 

jurnal dan buku, serta berita atau analisis dari media massa terpercaya. 

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka dan 

penelusuran online di portal resmi pemerintah, situs lembaga terkait, serta basis 

data jurnal akademik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif 

melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data untuk memilih 

informasi yang relevan, kategorisasi data berdasarkan tema utama seperti 

kebijakan pendidikan, implementasi, dan tantangan, serta penyajian data dalam 

bentuk narasi deskriptif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendidikan anti-korupsi di Indonesia telah menjadi bagian dari upaya 

strategis dalam mencegah dan memberantas korupsi secara berkelanjutan. Salah 

satu landasan kebijakan yang signifikan adalah pengintegrasian nilai-nilai 

antikorupsi ke dalam sistem pendidikan nasional (Haspada, 2023). Pemerintah, 

melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), telah 

memasukkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan formal, 

mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini didasarkan 

pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 20 

Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang menempatkan nilai 

kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai komponen penting dalam 

pembentukan karakter siswa. 

Selain itu, kebijakan pendidikan anti-korupsi juga tercermin dalam 

inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bekerja sama dengan 

berbagai lembaga pendidikan untuk mengembangkan program-program khusus. 

Salah satu contoh konkret adalah Modul Pendidikan Antikorupsi yang dirancang 

oleh KPK sebagai panduan bagi pendidik dalam mengajarkan materi antikorupsi 

secara sistematis. Program ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga 

melibatkan praktik-praktik yang mengasah kemampuan siswa untuk mengenali 

dan menolak perilaku koruptif (Faridli, Harsono, H., Fauziati, E., & Musiyam; 

2024). 

Pendidikan anti-korupsi tidak hanya diwujudkan dalam pendidikan 

formal, tetapi juga diimplementasikan melalui pendidikan nonformal dan 

informal. KPK, misalnya, mengadakan program-program seperti Sekolah 

Integritas dan kampanye Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang menyasar 

masyarakat umum. Program ini bertujuan untuk memperluas pemahaman 

tentang korupsi dan dampaknya, sekaligus mendorong partisipasi aktif 

masyarakat dalam upaya pencegahan. 

Namun, meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik, 

pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi kendala. Tidak semua 

daerah memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup korupsi di masyarakat 
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masih menjadi hambatan besar dalam internalisasi nilai-nilai antikorupsi, 

terutama di kalangan anak-anak dan remaja (Hermawan, 2018). 

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan anti-korupsi di Indonesia 

menunjukkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait untuk membangun 

generasi yang berintegritas. Namun, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara 

pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan 

kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan berkontribusi dalam menciptakan 

budaya antikorupsi di seluruh lapisan Masyarakat (Arfa, 2023). 

 

Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi 

Implementasi pendidikan anti-korupsi di Indonesia merupakan langkah 

konkret untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik yang bertujuan 

membentuk generasi muda yang Berintegritas (Hasan, Wijaya, B. S., Yansah, A., 

Setiawan, R., & Yuda, A. D., 2024).  Pelaksanaan pendidikan anti-korupsi 

dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk pendidikan formal, nonformal, dan 

informal. Setiap jalur ini dirancang untuk menyampaikan nilai- nilai antikorupsi 

secara terintegrasi, baik dalam proses pembelajaran di sekolah maupun dalam 

kegiatan di luar kelas (Mukti, 2018). 

 

Implementasi dalam Pendidikan Formal 

Dalam pendidikan formal, nilai-nilai antikorupsi diintegrasikan ke dalam 

kurikulum nasional pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi. Di tingkat dasar dan menengah, nilai-nilai ini diajarkan 

melalui berbagai mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, dan Bahasa Indonesia. Dalam 

mata pelajaran tersebut, siswa diajarkan tentang pentingnya kejujuran, tanggung 

jawab, disiplin, dan kepedulian sosial, yang semuanya merupakan fondasi nilai 

antikorupsi (Hasan dkk., 2024) 

Selain melalui mata pelajaran, pendidikan anti-korupsi juga 

diperkenalkan melalui program- program seperti kegiatan ekstrakurikuler. 
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Beberapa sekolah mengadakan program khusus, seperti klub integritas atau 

lomba pidato bertema antikorupsi, untuk meningkatkan kesadaran siswa 

terhadap isu korupsi secara lebih kreatif dan interaktif. Di tingkat perguruan 

tinggi, nilai-nilai antikorupsi sering kali diajarkan dalam mata kuliah khusus, 

seperti Etika Profesi atau Hukum Antikorupsi. Beberapa universitas bahkan telah 

menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah wajib, menunjukkan 

komitmen institusi pendidikan tinggi terhadap penguatan budaya integritas.  

 

Implementasi dalam Pendidikan Nonformal 

Di luar jalur pendidikan formal, pendidikan anti-korupsi juga 

dilaksanakan melalui jalur nonformal yang diinisiasi oleh berbagai lembaga, 

termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu program unggulan 

KPK adalah Sekolah Integritas, di mana nilai-nilai antikorupsi tidak hanya 

diajarkan kepada siswa tetapi juga diterapkan dalam seluruh aspek manajemen 

sekolah. Konsep ini mendorong sekolah untuk menjadi model dalam penerapan 

prinsip-prinsip antikorupsi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, 

baik dalam proses pembelajaran maupun pengelolaan sumber daya (Ambarwati 

& Assidiq, 2022). 

KPK juga mengembangkan modul pendidikan antikorupsi yang dirancang 

untuk digunakan oleh pendidik di berbagai tingkat (Ginanjar dkk., 2024). Modul 

ini memberikan panduan praktis tentang cara mengajarkan nilainilai antikorupsi 

secara kontekstual dan aplikatif. Selain itu, KPK meluncurkan program 

kampanye Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang menyasar perempuan 

sebagai agen perubahan dalam keluarga dan komunitas. Program ini bertujuan 

untuk memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi ke lapisan masyarakat 

yang lebih luas. 

 

Implementasi melalui Media dan Teknologi 

Kemajuan teknologi juga dimanfaatkan untuk mendukung implementasi 

pendidikan anti- korupsi. KPK dan berbagai lembaga pendidikan telah 
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mengembangkan platform daring, seperti aplikasi edukasi dan modul 

pembelajaran digital, yang memudahkan siswa dan guru mengakses materi 

antikorupsi kapan saja dan di mana saja. Misalnya, KPK meluncurkan game 

edukasi bertema antikorupsi yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai 

integritas kepada generasi muda melalui media yang lebih menarik dan relevan 

(Tandirerung, 2024). 

 

Tantangan dalam Implementasi 

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasi pendidikan anti-

korupsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. 

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya (Musyarofah 

dkk., 2024). Tidak semua sekolah memiliki akses terhadap modul atau materi 

pembelajaran yang dirancang khusus untuk pendidikan antikorupsi. Selain itu, 

kurangnya pelatihan bagi guru dalam mengajarkan nilai-nilai ini juga menjadi 

hambatan. Banyak pendidik yang merasa kesulitan untuk menyampaikan materi 

antikorupsi secara aplikatif dan relevan dengan kehidupan siswa (Saputri & 

Hasan, 2024). 

Tantangan lainnya adalah kesenjangan implementasi antara daerah 

perkotaan dan pedesaan. Sekolah di daerah terpencil sering kali tidak memiliki 

dukungan yang memadai untuk menjalankan program-program pendidikan 

antikorupsi (Tamba, Hartanto, & Putri; 2024). Selain itu, resistensi budaya 

terhadap nilai-nilai antikorupsi masih menjadi hambatan yang tidak dapat 

diabaikan. Praktik-praktik korupsi kecil yang dianggap "wajar" oleh sebagian 

masyarakat dapat melemahkan pesan-pesan yang diajarkan di sekolah. 

 

Upaya Meningkatkan Implementasi 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai langkah strategis perlu 

diambil. Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan khusus sangat penting agar 

pendidik dapat menyampaikan materi antikorupsi dengan cara yang kreatif dan 

efektif. Selain itu, pemerintah dan KPK dapat meningkatkan distribusi modul 
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pembelajaran antikorupsi ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil 

(Punggeti, 2024). 

Kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat juga menjadi kunci 

keberhasilan implementasi. Orang tua dan komunitas dapat dilibatkan dalam 

kegiatan-kegiatan yang mendukung nilai-nilai antikorupsi, seperti diskusi 

kelompok atau kampanye berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, 

pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga 

menjadi bagian dari budaya masyarakat (Rasjid dkk., 2024). 

 

 

KESIMPULAN 

Pendidikan anti-korupsi di Indonesia merupakan hal penting. Kebijakan 

pendidikan ini telah diatur melalui berbagai regulasi dan diimplementasikan 

melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Di tingkat formal, 

nilai-nilai antikorupsi diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi, sementara pada jalur nonformal dan informal, program-

program seperti Sekolah Integritas dan kampanye Saya Perempuan Anti Korupsi 

(SPAK) menjadi upaya untuk memperluas jangkauan pendidikan ini ke 

masyarakat luas. 

Meskipun demikian, implementasi pendidikan anti-korupsi masih 

menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, 

kesenjangan implementasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta 

resistensi budaya terhadap nilai-nilai antikorupsi. Kurangnya pelatihan bagi 

guru dan minimnya evaluasi terhadap efektivitas program juga menjadi 

hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan ini. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas 

pendidik, penyediaan modul pembelajaran yang lebih luas, pemanfaatan 

teknologi untuk mendukung aksesibilitas, serta keterlibatan keluarga dan 

masyarakat dalam mendukung pendidikan antikorupsi. Dengan sinergi yang baik 

antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, pendidikan anti-

korupsi di Indonesia dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan 
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budaya antikorupsi yang berkelanjutan, mendukung visi Indonesia yang lebih 

bersih, transparan, dan berintegritas. 
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